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MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA
SEJARAH — FASE F (KELAS 12)
I. INFORMASI UMUM
	Nama Penyusun
	: .................................................................................

	Satuan Pendidikan
	: .................................................................................

	Tahun Pelajaran
	: 2026 / 2027

	Jenjang Sekolah / Fase
	: Sekolah Menengah Atas (SMA) / Fase F (Kelas 12)

	Mata Pelajaran
	: Sejarah

	Alokasi Waktu
	: 18 JP (6 Pertemuan x 3 JP)

	Bab / Pokok Bahasan
	: Bab 4: Lahirnya Gerakan Reformasi dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia Kontemporer

	Semester
	: 2 (Genap)

	Target Peserta Didik
	: Peserta Didik Reguler / Tipikal (Inklusif & Heterogen)

	Model Pembelajaran
	: Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning) & Inkuiri

	Profil Pelajar Pancasila
	: Mandiri, Bernalar Kritis, Gotong Royong, dan Kreatif

	Sarana & Prasarana
	: Papan tulis, media gambar/benda konkret, ruang kelas, LKPD



II. KOMPONEN INTI
A. Capaian dan Tujuan Pembelajaran (TP)
Menganalisis kronologi dan faktor pemicu Gerakan Reformasi Mei 1998 serta pengunduran diri Presiden Soeharto.
Mengevaluasi pelaksanaan Enam Agenda Reformasi: Amandemen UUD 1945, Penghapusan Dwifungsi ABRI, Penegakan Supremasi Hukum, Otonomi Daerah, Kebebasan Pers, dan Pemberantasan KKN.
Menganalisis capaian konsolidasi demokrasi multipartai, pemilu langsung (Pilpres/Pilkada), dan tantangan politik kebangsaan di era keterbukaan informasi digital.
B. Pemahaman Bermakna dan Pertanyaan Pemantik
1. Pemahaman Bermakna: Menganalisis gerakan mahasiswa Mei 1998, 6 Agenda Reformasi, amandemen UUD 1945, otonomi daerah, hingga tantangan demokrasi di era digital.
2. Pertanyaan Pemantik:
Benda atau peristiwa apa saja di sekitar kita yang berkaitan dengan materi ini?
Mengapa kita perlu mempelajari dan menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari?
Bagaimana cara kita membuktikan pemahaman materi ini melalui latihan bersama?
C. Skenario Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 – 2: Gerakan Mahasiswa 1998 dan 6 Tuntutan Agenda Reformasi
1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)
Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.
Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.
2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)
Eksplorasi Konseptual: Tragedi Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, Pidato Pengunduran Diri Presiden Soeharto 21 Mei 1998, dan pelantikan B.J. Habibie.
Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.
Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.
Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).
3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)
Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.
Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.
Pertemuan 3 – 4: Restrukturisasi Ketatanegaraan: Amandemen UUD 1945 dan Otonomi Daerah
1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)
Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.
Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.
2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)
Eksplorasi Konseptual: Amandemen UUD 1945 (1999–2002), pembatasan masa jabatan presiden, pembentukan MK, DPD, KY, KPK, dan desentralisasi daerah.
Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.
Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.
Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).
3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)
Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.
Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.
Pertemuan 5 – 6: Dinamika Pemilu Langsung, Kebebasan Berpendapat, dan Tantangan Digital
1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)
Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.
Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.
2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)
Eksplorasi Konseptual: Pemilu multipartai 1999, Pilpres langsung 2004, kebebasan pers, literasi politik digital, dan pencegahan disintegritas bangsa.
Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.
Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.
Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).
3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)
Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.
Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.
III. ASESMEN DAN RUBRIK EVALUASI
A. Bentuk dan Instrumen Asesmen
Asesmen Awal (Diagnostik): Tanya jawab lisan untuk memetakan kesiapan awal peserta didik.
Asesmen Formatif: Observasi unjuk kerja, keaktifan berdiskusi, dan hasil pengerjaan LKPD.
Asesmen Sumatif: Latihan soal penguasaan konsep di akhir bab.
B. Rubrik Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)
	Kriteria / Indikator
	Perlu Bimbingan
(0–60)
	Cukup
(61–70)
	Baik
(71–85)
	Sangat Baik
(86–100)

	Pemahaman Konsep Dasar
	Belum mampu memahami konsep dasar bab ini.
	Mampu memahami konsep dengan bimbingan guru.
	Mampu memahami konsep secara mandiri dan benar.
	Menguasai konsep secara utuh dan mampu menjelaskan ke teman.

	Keterampilan Pengerjaan LKPD
	Belum dapat menyelesaikan aktivitas LKPD.
	Menyelesaikan sebagian LKPD dengan pendampingan.
	Menyelesaikan seluruh aktivitas LKPD dengan benar.
	Menyelesaikan LKPD dengan cepat, rapi, dan tepat.

	Kemandirian & Sikap
	Pasif dan memerlukan arahan berulang.
	Cukup antusias namun masih ragu-ragu.
	Aktif, tertib, dan bertanggung jawab.
	Sangat mandiri, kritis, dan berinisiatif.


C. Bank Soal Evaluasi Formatif / Sumatif
1. Salah satu perubahan paling mendasar dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia yang dihasilkan dari Amandemen UUD 1945 (1999–2002) adalah...
A. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat penuh, dan presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.
B. Pembentukan sistem monarki parlementer dengan perdana menteri seumur hidup.
C. Penghapusan hak asasi manusia dalam pasal-pasal konstitusi.
D. Pembubaran Mahkamah Agung dan kepolisian nasional.
Kunci Jawaban: A — Pembahasan: Amandemen UUD 1945 memposisikan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD; kedudukan MPR sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, dan presiden dipilih langsung oleh rakyat.
2. Kebijakan penting pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang menjadi fondasi keterbukaan informasi publik dan iklim demokrasi di Indonesia adalah...
A. Menerbitkan UU Pers No. 40 Tahun 1999 yang menghapuskan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan menjamin kebebasan pers tanpa sensor/pembredelan.
B. Membatasi penerbitan surat kabar hanya boleh satu koran pemerintah.
C. Melarang siaran televisi swasta di seluruh Indonesia.
D. Mewajibkan seluruh jurnalis menjadi anggota tentara aktif.
Kunci Jawaban: A — Pembahasan: Pencabutan SIUPP dan pengesahan UU Pers No. 40/1999 memulihkan kebebasan pers dari bayang-bayang pembredelan rezim penguasa, menjadi tonggak penting reformasi media.
3. Tujuan strategis diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah (UU No. 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004) adalah...
A. Mendorong setiap provinsi membentuk negara merdeka sendiri-sendiri.
B. Mencegah sentralisme kekuasaan di Jakarta, mempercepat pemerataan pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai aspirasi lokal.
C. Menyerahkan seluruh kekayaan laut kepada pihak swasta asing.
D. Menghapus batas wilayah kabupaten di seluruh Indonesia.
Kunci Jawaban: B — Pembahasan: Desentralisasi dan otonomi daerah mengalihkan wewenang pelayanan publik dan pembangunan ke tingkat kabupaten/kota untuk mendekatkan pelayanan kepada rakyat dan meredam ketimpangan sentralistik.
4. Pemisahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada masa awal Reformasi bertujuan untuk...
A. Mengurangi jumlah personel kepolisian di jalan raya.
B. Mengembalikan kepolisian ke ranah sipil sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum, serta memfokuskan TNI murni pada pertahanan negara dari ancaman luar.
C. Menghilangkan peran tentara dalam menjaga perbatasan negara.
D. Menyatukan komando kepolisian dengan kejaksaan luar negeri.
Kunci Jawaban: B — Pembahasan: Pemisahan TNI dan Polri (TAP MPR No. VI/MPR/2000) merupakan amanat reformasi demi menciptakan kepolisian sipil yang profesional dan mengakhiri militerisasi penegakan hukum dalam negeri.
5. Tantangan terbesar bagi keberlangsungan demokrasi dan keutuhan bangsa Indonesia di era digital dan media sosial kontemporer adalah...
A. Kecepatan transmisi sinyal internet kabel optik.
B. Penyebaran disinformasi, ujaran kebencian (hate speech), dan manipulasi politik identitas yang mengeksploitasi polarisasi masyarakat serta mengikis kohesi sosial.
C. Bertambahnya jumlah perpustakaan fisik di sekolah-sekolah.
D. Penggunaan komputer untuk keperluan administrasi desa.
Kunci Jawaban: B — Pembahasan: Di era digital, algoritma ruang gema (echo chamber) dan hoaks politik identitas berpotensi memecah belah persatuan bangsa jika tidak diimbangi literasi digital dan komitmen kebangsaan yang matang.


LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Mata Pelajaran: Sejarah • Bab 4: Lahirnya Gerakan Reformasi dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia Kontemporer
	Nama Lengkap : .....................................................
	Hari / Tanggal : ...................................

	Kelas / No. Absen : .....................................................
	Nilai / Catatan : ...................................



Petunjuk Pengerjaan:
Tuliskan nama lengkap dan nomor absen pada kotak di atas.
Dengarkan penjelasan guru sebelum memulai pengerjaan.
Kerjakan setiap aktivitas dengan teliti dan rapi.
Tanyakan kepada guru jika ada instruksi yang belum jelas.
Aktivitas 1: Gerakan Mahasiswa 1998 dan 6 Tuntutan Agenda Reformasi
Petunjuk: Tragedi Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, Pidato Pengunduran Diri Presiden Soeharto 21 Mei 1998, dan pelantikan B.J. Habibie.
	Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:







Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................
Aktivitas 2: Restrukturisasi Ketatanegaraan: Amandemen UUD 1945 dan Otonomi Daerah
Petunjuk: Amandemen UUD 1945 (1999–2002), pembatasan masa jabatan presiden, pembentukan MK, DPD, KY, KPK, dan desentralisasi daerah.
	Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:







Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................
Aktivitas 3: Dinamika Pemilu Langsung, Kebebasan Berpendapat, dan Tantangan Digital
Petunjuk: Pemilu multipartai 1999, Pilpres langsung 2004, kebebasan pers, literasi politik digital, dan pencegahan disintegritas bangsa.
	Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:







Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................


BAHAN BACAAN GURU, PESERTA DIDIK & GLOSARIUM
A. Rangkuman Konsep Materi Pembelajaran
Mei 1998 menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia ketika aliansi gerakan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil berhasil menduduki Gedung DPR/MPR dan memaksa Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa. Peristiwa ini membuka pintu gerbang Era Reformasi yang mengusung tuntutan demokratisasi total dan penegakan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*).
Transisi demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga era Joko Widodo merealisasikan agenda-agenda fundamental reformasi: empat kali amandemen UUD 1945 (1999–2002), pemisahan TNI dan Polri serta penghapusan Dwifungsi militer, penerapan otonomi daerah seluas-luasnya (UU No. 22/1999), pendirian Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta jaminan kebebasan pers.
Pada bab pamungkas ini, peserta didik mengevaluasi dinamika demokrasi elektoral langsung (Pilpres langsung sejak 2004) dan desentralisasi fiskal. Peserta didik diajak merefleksikan tantangan kontemporer seperti bahaya polarisasi politik identitas, maraknya misinformasi/hoaks di ruang siber, serta pentingnya partisipasi kewargaan yang beretika demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Glosarium Istilah
	Istilah
	Pengertian / Definisi Operasional

	Agenda Reformasi 1998
	Enam tuntutan utama gerakan reformasi: adili Soeharto dan kroninya, amandemen UUD 1945, hapus Dwifungsi ABRI, tegakkan supremasi hukum, laksanakan otonomi daerah, dan hapus KKN.

	Amandemen UUD 1945
	Perubahan pasal-pasal konstitusi RI yang dilakukan MPR sebanyak empat tahap (1999–2002) untuk menegakkan *checks and balances* dan pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode.

	Otonomi Daerah
	Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai perundang-undangan.

	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
	Lembaga negara independen yang dibentuk melalui UU No. 30/2002 untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

	Checks and Balances
	Prinsip ketatanegaraan modern di mana cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak terjadi tirani kekuasaan.


C. Daftar Pustaka
Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan No. 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka, Kemendikdasmen.

	Mengetahui,
Kepala Sekolah



......................................................
NIP. ................................................
	......................, ........................ 2026
Guru Mata Pelajaran



......................................................
NIP. ................................................


Halaman 




